PERATURAN DAERAN KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2003

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG
Menimbang bahwa  Angparan Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota
Magelang Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah:

Mengingat . 1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam [Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat :

2

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) -

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (1.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undm"lg-umlﬁng
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara  Republik

Indonesta Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan L.embaran
Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Nevara
Repubhk Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 )

Iuntang Bea

Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3688) -
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tent
| ang
Pemenntahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Infh:'mr %
E esia

Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan [ e

mbaran Neg
3839): }

ara Nomor

Scanned by TapScanner



2

6. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dﬂﬂfﬂh
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomof
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) |

7. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupst,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoncesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 21(L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

1. Peraturan Pemenntah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4024),

2. Peraturan Pemenntah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (lL.embaran
Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4027);

13. Peraturan  Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028):

14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020):

15.Peraturan

........
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I5. Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang PJJ*‘I"

dACT: L . M ; g 1
l?‘“‘r‘“' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan [embaran Negara Nomor 4038).

| J— - . , &
16. Peraturan - Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi: Dacrah (Lembaran Negara  Republik  Indonestd

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4039):

. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
ientang . Pedoman  Peneurusan. PEI'”H”__IE:[[[]‘HJH\\ﬂhﬂ“ dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta TataCara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . Pelaksanaan Tata
Usaha Kcuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- . - 2002
I8. Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 2 [ahun 2002
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Punﬂnggllﬂglﬂwﬂhﬂ“

Keuangan Dacrah :

19. Keputusan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah ?\'nmnr 8
Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Magelang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal |1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai

berikut :

. Pendapatan Rp.166.310.562.000.-

2. Belanja Rp.165.664.427.000 -
Surplus/Defisit Rp____ 646135 000.-

3. Pembiayaan :

a. Penenmaan  Rp. =
b. Pengeluaran Rp.. 646.135.000.-

!RE' 6-16.]35.[)(}{}5-}

Pasal 2 ..........

Scanned by TapScanner



Dundangkan & Magelang
#F fa=] langgal

Pasal 2

en : L aerah
Uranan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Dac 1
R | < o 1 al
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampir

) [y : . : .

Peraturan Dacrah ini vang terdin dari .

| Lampiran | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah: |
2. Lampiran Il Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Jacrah, ——
3. Lampiran 11 Daftar Rekapitulasi APBD Menurul Bidang

Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat

Dacrah: y
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai pergolongan an
perlabatan,
ampiran V Daftar Prutang Dacrah,

ampiran VI Daftar Pinjaman Dacrah:

ampiran VII - Daftar Investasi ( Penvertaan MVodal);
Lampiran VIII - Daftar Aktiva Tetap Dacrah, dan
Lampiran IX Daftar Dana Cadangan

D Op: W

Pasal 3

. - ! 3
Lampiran-lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2

mecrupakan bagian yang udak terpisahkan dan Peraturan Dacrah
ni.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan
Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah im1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
mempunyai daya laku surut s¢jak tanggal 1 Januan 2003

Agar supaya sctap orang mengetahumya, memenntahkan
pengundangan Peraturan Dacrah imi dengan penempatannya dalam
|.embaran Daerah.

Ditetapkan di - Magelang
pada tangpal 27 Maret 2003

WALIKOTA MAGELANG

\ Dty

H. FAHRIYANTO
2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
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